
SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN 
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN 
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 

2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 

Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1821);

Menimbang: a.

b.

Mengingat : 1.

2.



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 

6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5268);

2005
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin, sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
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15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2020 Nomor 14);

16 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Mus 

Banyuasin Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PELAKSANAAN ANGGARANPERTANGGUNGJAWABAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah 377,346,398,574.74Rp.

b. Pendapatan Transfer Rp. 3,025,394,578,711.01

c. Lain - lain Pendapatan Daerah Rp. 
yang Sah

Jumlah Pendapatan

107,950,732,347.00

Rp. 3,510,691,709,632.75

2. Belanja

a. Belanja Operasi 

(1) Belanja Pegawai 953,392,507,260.00Rp.

Rp. 1,269,485,693,192.17(2) Belanja Barang dan Jasa

(3) Belanja Bunga

(4) Belanja Hibah

15,843,408,598.00Rp.

32,224,901,964.00Rp.
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(5) Belanja Bantuan Sosial Rp.
Jumlah Belanja Operas! Rp.

311,500,000.00
2,271,258,011,014.17

b. Belanja Modal

(1) Belanja Modal Tanah
(2) Belanja Modal Peralatan Rp. 

dan Mesin
(3) Belanja Modal Gedung dan Rp. 

Bangunan
(4) Belanja Modal Jalan,

Jaringan, dan Irigasi

(5) Belanja Modal Aset Tetap Rp. 
Lainnya
Jumlah Belanja Modal

11,586,787,866.00
184,093,954,709.00

Rp.

315,940,503,064.17

572,304,162,158.14Rp.

13,252,046,790.00

1,097,177,454,587.31

c. Belanja Tidak Terduga 1,018,853,800.00

d. Belanj a Transfer
(1) Belanja Bantuan Keuangan

Jumlah Belanja Rp.
Defisit Rp.

467,003,286,509.00
3,836,457,605,910.48
(325,765,896,277.73)

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan 819.314.146.595.48 

221,812,445,858.00
597.501.700.737.48 

271,735,804,459.75

Rp.
b. Pengeluaran Rp.

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.
SILPA Rp.

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 

realisasi anggaran.
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Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Dae rah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu 
pada tanggal 18 Agustus 2022

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu 
pada tanggal 18 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA, S.Sos, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKl)M,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si 
NIP. 19800715 199903 2 003
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